SUBYEK

TAHUN

SUMBER PERATURAN
JUDUL PERATURAN

ABSTRAK

PAJAK DAERAH

2026

PERWAL KOTA KEDIRI NO.4, BD 2026/N0O.4, 79 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945. Untuk memberikan  kepastian  hukum,
penyederhanaan birokrasi, dan meningkatkan efektivitas serta
efisiensi dalam pelayanan pemungutan pajak kepada masyarakat
wajib pajak, diperlukan suatu pedoman teknis yang mampu
mengakomodasi perkembangan sistem administrasi perpajakan,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6), Pasal 6
ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 30 ayat (3) huruf c, Pasal 32 ayat (5),
Pasal 38 ayat (5), Pasal 96 ayat (3), Pasal 98 ayat (5), Pasal 101 ayat
(5) dan ayat (6), dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat
(6) ; UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU
No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU
No.1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA Kota Kediri No. 6
Tahun 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup,
Jenis Pajak;Pendaftaran dan Pendataan, PBB-P2,BPHTB,Pajak
Reklame PAT dan PBIJT,Pendataan;Penetapan BesaranPajak
Terutang,Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan,Penerbitan
SPPT dan SKPD PBB-P2,Penerbitan Massal SPPT dan
DHKP,Penerbitan Salinan SPPT,Penerbitan Surat Keterangan NJOP,
Dasar Pengenaan Pajak,Penghitungan Pajak,Dasar Pengenaan
Pajak,Penghitungan dan Penetapan Pajak Terutang,Penghitungan
PBJT atas Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;Penelitian SSPD
BPHTB;Pembayaran dan Penyetoran;Pelaporan dan Penelitian
SPTPD,Pengisian dan Penyampaian SPTPD,Laporan PPAT atau
Notaris dan Kepala Kantor Lelang,Penilitian SPTPD;Surat
Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak,Surat Tagihan Pajak;
Keberatan Pajak,Keberatan Atas Penetapan Nilai Perolehan Objek
Pajak  BPHTB;Pembetulan dan  Pembatalan;Pengurangan
Keringanan Pembebasan Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Pajak dan atau Sanksinya,Insentif Fiskal,
Pengurangan Pembebasan dan Keringan atas Pokok Pajak dan
Sanksi Pajak,Keringan Pajak;Pemeriksaan Pajak,Ruang Lingkup dan



CATATAN

Jenis Pemeriksaan,Standar Pemeriksaan,Kewajiban dan
Kewenangan Pemeriksa,Hak dan Kewajiban Wajib Pajak,Jangka
Waktu Pemeriksaan,Pelaksanaan Pemeriksaan,Tim Penjamin
Mutu  Pemeriksaan,Penyegelan,Penundaan dan Penolakan
Pemeriksaan,Penyeleseian Pemeriksaan,Penyampaian Kuesioner
Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen,Ketentuan Lain terkait
Pemeriksaan;Penagihan Pajak,Jurusita Pajak,Penanggung
Pajak,Dasar Penagihan dan Tindakan Penagihan,Surat Teguran,
Penagihan Seketika dan Sekaligus,Surat Paksa,Penyitaan dan
Pelelangan,Pencegahan dan Penyanderaan,Biaya Penagihan,
Gugatan dan Sanggahan,Pembetulan atau Penggantian Surat
dalam Pelaksanaan Penagihan;Penghapusan Piutang Pajak dan
Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak,Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yaitu 27 Februari 2026.

Jumlah Halaman Penjelasan :- ;Jumlah Halaman Lampiran : 6.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Kediri
(Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 26);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 29);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita
Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 32);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 53);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013
Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di
Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 9);
Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita
Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 26 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita
Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 11);

015 Nomor 11); 10. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 18 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
(Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 18);



Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan
Jalan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 25);
Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan
Jalan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 25);
Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kediri
Tahun 2015 Nomor 56);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita
Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 37);

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun
2018 Nomor 27); dan

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



